
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DaS$' Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Ojawa 
Barat, dan Daerah lstimewa Djogjakarta, sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar 
dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 
144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taht.in 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

a. bahwa dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas 
kerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan 
maka dipandang perlu untuk melakukan penghapusan 
Balai Kesehatan Paru Masyarakat Pemerintah Kota 
Pekalongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penghapusan Balai Kesehatan Paru Masyarakat 
Kota Pekalongan; 

WALIKOTA PEKAWNGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 
PENGHAPUSAN BALAJ KESEHATAN PARU MASYARAKAT 

KOTA PEKALONGAN 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 84 TAHUN 2019 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHAPUSAN BALAf 
KESEHATAN PARU MASYARAKAT KOTA PEKALONGAN. 

Menetapkan 

2. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Penerapan Pola Keuangan Badan Layanan 
Umum Daerah (PPK-BLUD); 

MEMUTUSKAN : 

Memperhatikan: I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20i4 Nomor 244), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); 

6. Peraturan Pemerinta.h Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat Il Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat lJ Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 92 ); 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Pekalongan ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 
2016 Nomor 5); 

• 



SERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 20 l 9 NOMOR 85 

Diundangkan di Pekalongan 
pada tanggal 9 Desember 2019 

ttd. 
M.SAELANY MACHFUDZ 

WALIKOTA PEK.ALONGAN, 
Cap 

Ditetapkan di Pekalongan 
pada tanggal 9 Desember 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Pekalongan. 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal I .Januari 2020. 

Pasal 4 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Walikota 
dan Keputusan Walikota yang mengatur mengenai Balai Kesehatan Paru 
Masyarakat Kota Pekalongan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 3 

(1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka status kepegawaian 
dan aset pada Balai Kesehatan Paru Masyarakat berada pada Dinas 
Kesehatan Kota Pekalongan. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan dan / atau pengalihan terhadap 
status kepegawaian dan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal2 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

Dengan tujuan efisiensi dan efektifitas serta untuk mewujudkan good qouermeni 
dan clean qouerment maka Pemerintah Kota Pekalongan menghapus Balai 
Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan. 

Pasal 1 

BAB! 
PENGHAPUSAN 


